
BUPAN KAIINGA}I
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KANNGAN
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

BADAN PEMBERDAYAAN DAN PEMERIMAHAN DESA

KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI KATINGAN,

bahwa untuk dalam pelaksanaan lebih la4jut Peraturan Daerah

I(abupaten Iktingan Nomor 8 Tatrun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6

Tahun 2008 Tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

Badan Perencanaan Pembangur, an Daerah dan Lembaga Teloris

DaerahKabupatenKatingarr,ag$lebihberdayagunadan
berhasil guna, perlu ditetapkan Perah.uan Bupati Ifutingan

tentangT\.rgasPokok,RrngsidanUraianT\rgasBadan
pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa l(abupaten

Katingan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

padahurufadiatas,perlumenetapkanPeraturanBupati
Katingan tentang T\rgas Pokok, Fungsi dan Uraian Tlrgas

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintalran Desa

Kabupaten Katingan;

Und,ang-Undang Nomor 8 Tahun t974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

TahunLgr4Nomor55,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun t999 Tentang

PenrbahanAtasUndarrg-UndangNomorSTahun]1974
TentangPokok-PokokKepegawaian(LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun lggg Nomor L69' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang

pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan,

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau' Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung

Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a 180);

2.



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Pertrndang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun }OLL Nomor 82'

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 523a),;

4.Undang.UndangNomorSTahun2oL4tentangAparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2A14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a941;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik
IndonesiaTahun2OL4Nomor244,TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)' sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OLs

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun2o!4tentangPemerintahanDaerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58'

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 56791;

6. Peraturan Pemerintah Nomor t6 Tahun 1994 tentang

JabatanF-ungsionalPegawaiNegeriSipil(LembaranNegara
Republik InJonesia Tahun Lgg4 Nomor 22' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor fia7l;

7. Perattrran Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Struktural(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun2000Nomor\g7,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 4O1S) sebagaimana telah diubah

denganPeratrrranPemerintahNomor13Tahun2oa2
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1OO

tentangPengangkatanPegawaiNegeriSipildalamJabatan
Struktural(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun2OO2Nomor33,TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor at94\;

g. peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2oo5 tentang

PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2AOS Nomor l4O' Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

g.PeraturanPemerintahNomorTgTahun2oo5Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2005Nomor]"65,TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a593);

lo.PeraturanPemerintahNomor33Tahun2ao7tentang
PembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabrrpaten/Kota(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a7371;



MenetaPkan

lL.peraturan Pemerintah Nomor 4t Tahun 2oo7 tentang

organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 47aLl;

12. Peraturan Presid'en Nomor 87 Tahun 2Ot4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L2

Tahun2otttentangPembentukanPeraturanPerundang-
Undangan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia

Tahun 2Ot4 Nomor t99l;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun

20osTentangPembagianUrusanPemerintahyangmenjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan

(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008

Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun

2ol5tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanDaerah
Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang

organisasidanTataKerjalnspektorat,BadanPerencanaan
PembangunanDaerahdanLembagaTeknisDaerah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten

KatinganTahun2OlSNomor53'TambahanLembaran
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 24);

l5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 201O

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor5TTahun2ooTtentangPetunjukTeknisPenataan
Organisasi Perangkat Daerah;

l6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 15

Nomor 2A3q.

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGTUGASPoKoK,FUNGSI?Ary
URAIAN TUGAS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusal
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

aSaS Otonomi dan T\rgas Pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuann"p"uritlndonesiasebagaimanadimaksud
dalam unaani-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2.PemerintahDaerahadalahBupatidan-PerangkatDaerah
sebagai penyelen ggata Pemerintah Daerah;



3.PerangkatDaerahadalahorganisasi/Lembagap^{"
Pemerintahan Daerah, terdiri atas sekretariat Daerah,

SekretariatDPRD,DinasDaerahdanLembagaTeknis

4.

5.

6.

7.

8.

Daerah;

Bupati adalah BuPati Katingan;

sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Katingan;

Badarrada]ahBadanPembendayaanMasyarakatdart
Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan;

Kepala Badan ad.alah Kepala Badan Pemberdayaan

U""Vrt"f."t dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga

dalam jenjang n t g"io'i"t yang terdiri dari berbagai

kelompok sesuai dengan keahliannya;

Topuksi adalah T\rgas Pokok dan Fungsi Badan

femUeraayaan tvtasyaratiat dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Katingan;

9.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

SusunanorganisasiBadanPemberdayaanMasyaralr{dan
Pemerintahan pesa terdiri dari 1 (satu) K"p41 Badan' 1 (satu)

Sekretari", g ttig"i Bid"t g, 6 (enam) Sub Bidang dan 3 (tiga)

Sub Bagian Sebagai Berikut :

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris, membawahkan :

1) Sub Bagian Umum dan KePegawaian;

2) Sub Bagan Keuangan;

3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan'

c. Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat'

membawahkan :

1)SubBidangPemberdayaanKelembagaanAdatSosialdan
BudaYa;

2) Sub Bidang Penyuluhan Bimbingan dan Pelatihan

MasYarakat.

d. Bidang Pemberdayaall Ekonomi, membawahkan :

1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

dan Lembaga Keuangan Mikro;

2) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan

PeneraPan Teknologi'

e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :

1)SubBidangAdministrasiPemerintahanDesadan
Pengembangan Desa;

2) Sub Bidang Sarana dan Kekayaan Desa'

f. KelomPok Jabatan Fungsional;



BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
KEPAI,A BADAN

Pasal 3

{1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu

Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum

p"*.titttut an dan iemUangunan di bidang pemberdayaan

masyarakat desa.

(2)Untukmelaksanakanfungsisebagaimanay€u}gdimaksud'-' p;a; ayat 1ii, Kepala Ba?*', Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan mempunyai

tugas:
a. Men5rusun rencana strategis bidang pemberdayaarl

masYarakat dan Pemerintahan desa;

b. Perumusan kebijakan tekhnis, penJrusunan program

dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa;

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraa'n

pemerintahan daerah Lia*"g pengembangan ketahanan

masyarakat, sosial budaya masyarakat, pengembangan

,*rh*ekonomidesadantehnologitepatgunaserta
pembinaan Pemerintahan desa;

d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

pelaksan uin ' kegiatan bidang pemberdayaall

masYarakat dan Pemerintahan desa;

e. Melaksanakan kegiatan penatausahaan Badan

PemberdayaanmasyarakatdanPemerintahanDesa;

f.PembinaanterhadapunitpelaksanatekhnisBadan
dibidang pemberd 

^y^^n 
masyarakat dan pemerintahan

desa;

g.PelaksanaantugaslainyangdiberikanolehBupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya'

Bagian Kedua
SEKRETARIS

Pasal 4

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris-yang berada di

bawah dan birtanggungiawab kepada Kepala Badan yang

*!*pr"y"i tugas--pofok merumuskan rencana kerja

kesekretari.t"*"yan; me[puti pelayanan administrasi
umum dan kepigawaian, administrasi keuangan serta

perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

(2)Untukmelaksanakanfungsisebagaimanadimaksudpada
ayat (L), Sekretaris mempunyai hrgas :

a. penyusullan rencana kerja kesekretariatan;

b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan

kegiatan;

c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;



penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan
pelayanan;

umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan'

evaluasi dan PelaPorarl;

penyelenggaraankoordinasi,integrasidansinkronisasi
sesuai dengan lingkuP tugasnYa;

g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan

lapaian kinerja sekretariat'

Pasal 5

Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;
5. i"U g"4"" Penyuiunan Program dan Pelaporan"

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan KePegawaian

Pasal 6

(1)SubBagianUmumdanKepegawaiandipimpinolehseorang\-'fepala-subbagianyang-beradadibawahdan
bertanggu"g,;#U kepada- Sekretaris yang memp-unyai

t"g"" ?tmE *"r.yr"itn dan melaksanakan pengelolaan

urusan surat menlrrrat, kearsipan, pe{pustakaan' humas

dan keprotokolarS perlengkapan - dan rumah tangga'

penyiapan kebutuhan pegawai,. . pembinaan dan

ir""!"rirUangan pegawai serta administrasi kepegawaian

lainnya.

(2)Untukmeaksanakanfungsisebagaimanadimaksudpada' ' ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunya tugas ;

a. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan

keplgawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;

b.Pelaksanaanurusansuratmen5rurat,kearsipoflt
perpustakaan,kehumasan,keprotokolan'barangmilik
dairahlaset, rumah tangga kedinasan dan administrasi
kePegawaian;

c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan lingkup tugas fungsinya;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian'

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

(l)SubBagianKeuangandipimpinoleh.seorangKepala' sub Bag[an yang beiada di-bawah dan bertanggungiawab

kepada 
-setcretati* yang mempunyli lugas pokok menyusun

dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan'

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang- 1ry5:*
pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuang€rn mempunyal

tugas:

d.

e.

f.



a. Pen5rusunan bahan rencana anggaran badan;

b. Pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan

badan;

c. Pelaksanaafl pen5rusunan laporan keuangan badan;

d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

sesuai dengan lingkuP tugasnYa;

e.Pelaksanaanmonitoring,evaluasidanpelaporancapaian
kinerja Sub bagian keuangan'

Paragraf 3

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporarl

Pasal 8

(1) Sub ga93n Penyusunan Program dan Pelaporan

mempuny* 
-frt 

!"i membantu pimpilg datam rangka

koordinasipenyusunanprogramseluruhkegiatanbidang;
(2)Untukmelaksanakantugaspokoksebagaimanadimaksud'-' p*J" a,at (1), Kepala SudBagran Penyusunan Program dan

Pelaporan mempunyai tugas :

a. Penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan

pelaPoran;

b.Pelayananadministrasiperencanaan,evaluasidan
pelaPoran;

c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja

terkait;

d.Pelaksanaanmonitoring,evaluasidanpelaporancapaian
kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi'

Bagian Ketiga
BIDANGPEMBERDAYAANLEMBAGAMASYARAKAT

Pasal 9

(1) Kepala Bidang Pemlerdayaan Lembaga Masyarakat
'-' *.*punyait,gis membantu Kepala Badan Pemberdayaan

Masy'arakat ?"" Pemerintahan Desa melaksanakan

perencanaan, kebijakan dan koordinasi'

(2)Untukmelaksanakanfungsisebagaimanadimaksudpada'-' 
"y"i---1r1, .nia""s 

pembJrd ayaarl Lembaga Masyarakat

memPunYai tugas :

a. Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan dan

pengembangan kelembagaan masy arakat;

b. Pelaksanaan renca.na dan program kerja di -bidang
pengelolaan dan pengembangan kelembagaan

masyarakat;

c.Pengkoordinasianperencanaanprogramkerjadibidang
pen[elolaan kelembagaan masyarakat;

d.Pembinaandanpengarahanpelaksanaanprogralrkerja
dan kegiatan di bidu"g pengelolaan dan pengembangan

kelembagaarr masyarakat;

e. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan dan

pengembangan kelembagaan masyarakat;



f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan dan

pen[embangan kelembagaan masyarakat;

g.Pelaksanaantugaskedinasanlainsesuaidenganbidang
tugas dan fungsinYa;

h. Pelaksanaan koord'inasi/kerja sasra dan kemitraan

dengan"',itkerja/instansilernbagaataupihakketigadi
bidang pengeloiaan dan pengembangan kelembagaan

masYarakat.

Pasal 10

Bidang Pemberdaya€m Lembaga Masyarakat' membawahkan :

l.subBidangPemberdayaarlKelembagaanAdatSosialdan
Budaya;

2. Sub Bidang Penyuluhan Bimbingan dan Pelatihan

Masyarakat'

Paragraf 1

SubBidangPemberd.ya""KelembagaanAdatSosial
dan BudaYa

Pasal 11

(1) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Adat'

SosialdanBudayamempunyaitugasmembantukepala
tcepata Bidang 

" Pembeidayaan - 
Lemlag3 Masyarakat

melaksanakanperencanaan,kebijakarrdankoordinasi.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud

padaayat(1),Kepala-subBidangPemberdayaarL
i(elembagaan Adat, Sosial dan Budaya mempunyai tugas :

a. Pen5rusunan rencana dan program kerja pengelolaan dan

pengembangan kelembagaan- masy.arakat (Damang'

Mantir aJ"t] kelompok tani nelayan, kelompok kesarian

dan pengu"t*, kelernbagaan dan pembentukan pokjanal

posYandu);

b. Pelaks arLaarL program kerja di bidang pengelolaan dan

pengembang; kelembagaan masyarakat (Damang'

Dewan aa""t Dayak, kelompok tani nelayan dan

kelompokkeseniandanpenguatankelembagaandan
pembentukan Pokjanal PosYandu) ;

c. Pengkoordinasian program keda di bidang pengelolaan

kelembagaan maqlaralat (Damang, Dewan Adat Dayak'

kelompot- tani 
-nelayan, kelompok kesenian dan

penguatan kelembagaan dan pembentukan pof,ianal

posYandu);

d.Pelaks€ula€Lntugasdibidangpengelolaandan
pengembangan kelembagaan masyarakat (Dlmanq'

Dewan A;;; Dayak, kelompok tani nelayan kelompok

keseniandanpenguatankel,embagaandanpembentukan
pokjanal PosYandu);

e.Pembinaandanpengarahanpelaksanaantugasdibidang
pengelolaan da't pengembaagan . kelembagaan

i"""jrur"f.tt (Damang, oewan Adat Dayak' kelompok tani

nelayan dan kelompok kesenian, dan penguatan

kelembagaan dan pembentukan pokjanal posyandu);



f. Evaluasi pelaksana€rn tugas di bidang pengelolaan dan

pengembangan kelembagaan masyaraka't (Damang'

b"** Adat Dayak, kelompok kesenian dan penguatan

kelembagaandanpembentukanpokjanalposyandu)
g. Pelaporan pelaksanaan-tugas di bidang P-engelolaan dan
- p"rr["*bangan kelembagaan masyarakat (Damang'

Dewan eaa? Oayat, kelompok tani nelayan kelompok

kesenian a*t p"tguatan kelimbagaan dan pembentukan

po(anal PosYandu);

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinYa;

i. Pelaksanaalr koordinasi/kerja sarna dan kemitraan

dengan unit kerja/instansi/iembage atau pihak ketiga

di Bidang Pengel'olaan dan Pengembangan Kelembagaan

MasYarakat;

j.Melaksanakantugaslainyangdiberikanolehpimpinan
sesuai dengan bidang tugas'

Paragral2
sub Bidang Penyuluhan Bimbirs* dan Pelatihan Masyarakat

Pasal 12

(1) Kepala Sub Bidang Penyuluhan, Bimbingan dan Pelatihan
' ' Ma'syarakat *"*p:r"vai tugas membantu kepala Kepala

Bii""g pemberdry.", Lembaga Masyarakat melaksanakan

perencanaan, kebijakan dan koordinasi'

(2)Untukmelaksanakanfungsisebagaimana-yarLgdimaksud'-'prdrayat(1),KepalaSuUgidangPenyuluhan'Bimbingan
dan Peiatihan Masyarakat mempunyai tugas :

a. Pen5rusunan rencana dan prograq kerja dalam rangka

peninluh*t, Ui*Uingan aan pLtatifran Yrasyarakat .9'Si
iX{ a""./kelurah"t" pZWfSS, Posyandu dan Pelatihan

Perempuan di Perdesaan dalam bidang usaha ekonomi

produktif;

b.Pelaksana€ulprogramkerjadul"Trangkapelaksanaan
penyuluh"" ui*Eingan dan pelatihan masyarakat bagi

PKK desa/ke1urah,'', P2WKSS, pelatihan Kelembagaan

Posyandu dan Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam

bidang usaha ekonomi Produktif;

c. Pengkoordinasian program kerja dalam rangka

peliksanaan p"t yott't'a,t' bimbingan dan pelatihan

masyarakat U.gt PKK desa/kelurahan' P2WKSS'

Pela-tihan Kelembagaan Posyandu,Pelatihan Perempuan

di perdesaan dalarribidang usaha ekonomi produktif;

d. Pembinaan dan pengarahan pelaksaraan program keda

dalam rangka pit"t *rrlaan penytrluhan -bimbingan 
dan

pelatihan 
" ***y.'akat bagr PKK desa/keluralan,

p2WKSS, Pelatihan Kelembagaan Posyandu Pelatihan
perempuan di Perdesaan dalam bidang usaha ekonomi

produktif;

e. Evaluasi dalam rangka pelaksanaan penyuluhan
pelaksanaan penyululian bimbingan dan pelatihan

masyarakat U"Si- PKK desa/kelurahan' P2WKSS'
posyandu pelati[an perempuan di Perdesaan dalam

bidang usaha ekonomi Produktif;



f.Pelaporanpelaksanaantugasdalamrangkapelaksanaan
penyuluhan pelaksanaan penyuluh3n bimbingan dan

p"Utifran masyarakat Pa.St PKK desa/kelurahan'
irzwxss, posyaidu , pelatihan Perempuan di Perdesaan

dalam bidang usaha ekonomi produktif;

g.Pelaksanaantugaskedinasanlainsesuaidenganbidang
tugas dan fungsinYa;

h. Pelaksanaarl koordinasi/kerja sama dan kemitraan

dengan ,rrrit t"4a/instansi/iembaga atau pihak ketiga

dalam rangka ieiaksanaan penyuluhan pelaksanaan

penyuluh#-bi*'bingan 9*., plt"tihe.n masyarakat .9"gt
PKK a"*"/t"t rahin, P2WKSS, Posyandu Pelatihan

PerempuandiPerdesaandalambidangusahaekonomi
produktif;

i.Melaksanakantugaslainyangdiberikanolehpimpinan
sesuai dengan bidang tugas'

Bagian KeemPat
BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI

Pasal 13

(1) Kepala Bidang PemberdayTm Ekonomi mempunyai tugas

membantu Kaala Badan pemberdayaan Masyarak:at dan
pemerintah"r, b""u. melaksanakan perencanaan, kebrjakan

dan koordinasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan

Ekonomi menYelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunarl rencana dan program t"tj" pengelolaan

pemberdayaan usatra ekonomi masyarakat;

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang

p"r, g" totaiir pembe rdayaan usaha ekonomi masyarakat;

c. Pengkoordinasian perencanaarl teknis di bidang

pen[elolaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

d.Pembinaandanpengarahanpelaksanaaltugasdibidang
pengelol".r, p"*b"Jty"u" usaha ekonomi masyarakat;

e. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan di bidang

pengelolaanpemberdayaarlusahaekonomimasyarakat;

f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan di bidang

pengelolaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

g. Pelaksarlaart tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinYa;

h.Pelaksanaankoordinasi/kedaSarnadankemitraan
denganunitkerja/instansilembagaataupihakketigadi
bidang pengel6taan pemberdayaarl usaha ekonomi

masYarakat;

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Ekonomi, membawahkan :

1. Su6 Bidang iengembangan Usaha Ekonomi
dan Lembaga Keuangan Mikro;

2. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya

PeneraPan Teknologi;

Masyarakat

Alam dan



Paragraf I'

sub Bidang pengembangan uJarra Ekonomi Masyarakat dan

Lembaga Keuangan Mikro

Pasal 15

(1) Kepala Sub Bidang Pengembansan 
- -Y"#"- P-ryT:1\,MasyarakatdanLembagaKeuanganMikromempunyar

tG; *"*t"ttiu KepariBidang Pembgrd?yay.Ekonomi
melaksanakan perencanaan, kebij akan dan koordinasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Sub Bidang\-' 
pengembangan usaha Ekonomi Masyarakat dan Lembaga

Keuingan Mit to menyelenggarakan fungsi :

a. Pen5rusunan rencana dan program kerja pengelo-laan

p"*u"rdayaanusahaekonomimasyarakatdanlembaga
keuangan mikro;

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang
pengelola_:n pemberdayaarr usaha ekonomi masyarakat

dan lembaga keuangan mikro;

c.Melaksanakansosialisasidanpelatihanuntuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
*""y#*k t dalam upaya pengembT-g"' usaha ekonomi

masyarakatdanpelaksanaanpengelolaanpasardesa;

d. Penyiapan dan memfasilitasi Program Nasional

PemberdayaanMasyarakat(PNPM-GenerasiSehat
Cerdas);

e. Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pedesaan

dalam ,p"v" pembehtukan Badan usaha Milik Desa

(BUMDes);

f. melakukan koordinasi/kemitraan dengan unit kerjal
instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang

pengelola* p"ig"mbangan usaha ekonomi masyarakat

dan lembaga keuangan mikro;

g. Pembinaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pengembangan

usaha ekonomi masyarakat dan lembaga keuangan
mikro;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan bidang tugas'

Paragraf 2
Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan

PeneraPan Teknologi

Pasal 16

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan sumber Daya Alam dan
f"i"r.pr, Teknologi mempunyai tugas membantu kepala

kepala' Bidang pemberdayaan Ekonomi melaksanakan
p.i"t 

""naan, 
kebijakan dan koordinasi;

untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya

ef"* dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas :

a. PenSrusunan rencana dan program kerja pengelolaan

",r*b.t 
daya alam dan teknologi tepat guna

(TTG, Posyantek);

(1)
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(1)

(2t

b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan- 
aan penfrohan sumber daya alam dan teknologi tepat

guna;

c. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang- p"i"V"""" dan peigelolaan sumber daya alam dan

teknologi tePat guna;

d. Sosialisasi dan pembinaan kelurga miskin;

e. pemberian stimulan untuk pengembangan kelompok

usaha keluarga miskin;

f. Pengumpulan bahan dan analisa data' pemetaan

kanlong kemiskinan dan inventarisasi dalam rangka

,p"V" iemberdayaan masyarakat miskin dan ketahanan

pangan masYarakat;

g. Memfasilitasi pelaksanql-!:g'atan Bulan-Bakti Gotong
- Royorrg tvtasyarat<at BBGRM dengan Dinas/Badan/

Instansi terkait;

h. Evaluasi, monitoring dan pelaporan Pllakynaan tugas

di bidang pemanfaaLn sumbei daya alam dan teknologi

tepat guna;

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

hrgas dan fungsinYa;

j. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dt: kemitraan
'' d"rrg* unit kerja/instansi/lembaga atau_pihak ketiga di

biding pelayani"n dan pengelolaan sumber daya alam

dan teknologi tePat guna;

k.Melaksanakantugaslainyangdiberikanolehpimpinan
sesuai dengan bidang tugas'

Bagian Kelima
BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Pasal 17

Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas

membantu Kepala Badan Pemberd ayaan Masyarakat dan

Pemerintahan besa melaksanakan perencanaan, kebijakan
dan koordinasi.

untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

"v"i irl, Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai

tugas :

a. Penyusunan rencana dan program kerja pembinaan

dan fasilitasi Pemerintahan desa;

b. Pen5rusunan kebijakan di bidang pembinaan dan

fasilitasi Pemerintahan desa;

c. Pengkoordinasian perencanaan dan program kerja di

uia^rrg pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa;

d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan grogram t"tjl
dan kegiatan hi 6ia"rrg pembinaan dan fasilitasi
pemerintahan desa;

e. Evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja di

fiJ""S p"*bittrrt, dan fasilitasi pemerintahan desa;

f. Pelaporan pelaksanaan rencana dan program kerja di

bidangpembinaandanfasilitasipemerintahandesa;



g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinYa;

h. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan
denganunitkerja/instansilembagaataupihakketiga
di bidang pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa;

Pasal 18

Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :

t. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan

Pengembangan Desa;

2. Sub Bidang Sarana dan Kekayaan Desa;

(1)

(21

Paragraf 1

Sub Bidang Administrasi Pemerintah Desa dan
Pengembangan Desa

Pasal 19

Kepala sub Bidang Administrasi Pemerintahan dan
p""S"*Ua.ngan Desa mempunyai tugas membantu Kepala

Biding dalam melaksanakan tugas perencanaan, kebijakan

dan koordinasi.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud

"v"i irl, Kepala Sub Bidang Administrasi Pemerintahan

dln pinsembangan Desa mempunyai tugas :

a. Pengumpulan dan penyiapan data serta bahan kegiatan

dal; rangka pelai<sanaan rencana dan program kerja
pembina"" a"r, fasilitasi pemerintahan desa;

b. Pelaksanaan program penataan desa (pembentukan'

penghapu""rr,^ pelnggaUungan, perubahan status dan

penetaPan desa);

c. Memfasilitasi pelaksanaan pilkades, pelantikan kades

dan pengambilan sumPah janji BPD;

d. Pen5rusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan

desa;

e. Pelaksanaan pend'ataan dan penJnrsunan" laporan

pertanggungiawaban serta evaluasi pengelolaan

l"rr""frt, dlsa meliputi Alokasi Dana Desa' Dana Desa'

pqiak aan retribusi daerah dan dana bantuan keuangan

lainnya;

f. pelaksanaan peningkatan kapasitas keterampilan

aparatur Pemerintahan desa;

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinYa;

h.Pelaksanaankoordinasi/kerjasalnadankemitraan
denganunitkerja/instansillembagaataupihakketiga
di bidang pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa;

i.Melaksanakantugaslainyangdiberikanolehpimpinan
sesuai dengan bidang tugas'



Paragral2
Sub Bidang Sarana dan Kekayaan Desa

Pasal 20

(1) Kepala sub Bidang sarana dan Kekayaan Desa mempunyai
'-' l;;;; *"*[*t " Kepala Bidang dalam melaksanakan

tugas perencanaan, kebdakan dan koordinasi'

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud
'-' p"a" ayat (1j, Kepala Sub gidang Sarana dan Kekayaan

Desa mempunyai tugas :

a. Pelaksanaan pendataan dan penJrusunan profil dan

laporan kekayaan pemerintahan desa;

b. Pelaksanaan pengadaan sarana dan

pemerintah desa;

c. Penlrusunan juknis pengelolaan sarana dan kekayaan

pemerintahan desa;

d. Pelaporan pengelolaan sarana dan

pemerintahan desa;

kekayaan

e.pelaksanaanpeningkatankapasitasaparaturpengelola
*"t"t. dan kekayaan pemerintahan desa;

f.Pelaksanaantugasked'inasanlainsesuaidengan
bidang tugas dan fungsinYa;

g. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan
d.engan unit kerja/instansi/lembaga *tty pihak ketiga

di bidang pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan bidang tugas'

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 2L

(1)KelompokJabatanFungsionalTertentu,terdiriatas, 
seiumiah tenaga dalam jenjang Jabatan .Fungsion4.y*g
teibagi dalam berbagai 

-keiompok sesuai dengan bidang

keahliannYa.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana
' ' dimak-sud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenag3

fungsional senior 
-yang 'ditunjuk dan bertanggungiawab

kepada KePaIa Badan.
Tertentu sebagaimana

ditentukan berdasarkan

fasilitas

(3) Jumlah Jabatan Fungsional
dimaksud Pada aYat (2),

kebutuhan dan beban keda.

(4) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagairnana dimaksud
pada ayat (3), ditet*pt *n sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan'



(1)

Bagian Kedua
JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Pasal 22

(1) Penamaan Jabatan Fungsional umum dimmuskan
berdasarkan hasil analisis jabatan'

(2) Nama-n€una Jabatan Fungsional umum di lingkungan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

ditetapkan """rr"i 
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Nama-nama Jabatan Fungsional umum sebagaimana

dimaksudpadaayat(2l,dapatdisesuaikandengan
kebutuhan organisasi perangkat daerah'

(4) Penetapan nama-nama Jabatan Fungsional umum di
lingkunganBadanPemberdayaanMasyarakatdan
Peirerin-tahan Desa dengan Keputusan Bupati'

(5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama Jabatan
'-' Forrgsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

(6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan struktural dan

Jabatan Fungsfonal Tertentu, diangkat dalam Jabatan
Fungsional Umum.

(7) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional 9*y*, 
sebigaimana dimaksud pada ayat (6), di lingkung€n Ba{a1
pemferd ayaa1, Masyarakat dan Pemerintahan Desa oleh

SekretariJ Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan

Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(g) Pemindahan PNS dalam Jabatan Fungsional umum di
lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Peirerintahan Desa dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan

ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

BAB V
TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, sekretaris,

Kepala Bidang, Kepala SuU giaang, Kepala Sub Bagian dan

Keiompok .labatan Fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara

vertikal maupun horlzontal baik dilingkungan Badan maupun
Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

setiap Pemimpin suatu organisasi wajib mengikuti,

*"*irrrhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada

"t""".rttya 
masing-masing serta menyampaikan laporan tepat

pada waktunya.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

PasaL 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati

Katingan Nomor f Z tatrun 2OO9 tentlng T\"rgas Pokok dan Fungsi Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan

te.rit" Dierah X"Uip"t.n Katingan Tahun 2OOg Nomor t7) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, lb - t* - ToLa

Diundangkan
pada tanggal,

SEKR ERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 2^S 6

di Kasongan
\+-L-7.orG

H. AHMAD YANTENGLIE


